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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini terkait 

ancaman kebakaran pada kawasan permukiman menyatakan bahwa 

kabupaten sumbawa memiliki ancaman kebakaran dengan kelas tinggi karena 

lebih besar dari nilai skor yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan kepala 

BNPB nomor 02 tahun 2015 tentang pedoman umum pengkajian risiko 

bencana.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis proteksi kebakaran pada 

kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa yaitu terakait dengan wilayah 

manjemen kebakaran menyatakan bahwa kabupaten sumbawa masih 

memiliki kawasan permukiman yang berada di luar daerah layanan pos 

pemadam kebakan dengan luas kawasan permukiman yaitu 4700,06 Ha. 

Terkait untuk sarana prasarana proteksi kebakaran Kabupaten Sumbawa perlu 

adanya penambahan sarana prasarana proteksi kebakaran yaitu penambahan 

pos pembantu, pos sektor, dan hidran di beberapa titik wilayah di Kabupaten 

Sumbawa. 

 

5.2 Saran 

1. Parameter-parameter lain yang mempengaruhi ancaman dan proteksi 

kebakaran sebaiknya ditambahkan dalam penelitian selanjutnya supaya 

semakin maksimal. 

2. Untuk sarana prasarana proteksi kebakaran perlu di tingkatkan supaya 

sesuai dengan pedoman permen PU no. 2 tahun 2009, sehingga dapat 

mengurangi risiko terjadinya kebakaran pada kawasan permukiman. 
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